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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPA'IEN DAERAH TINGKAT I PACITAN
: NOMOR 1 TAHUN 1998 -

?
1

. ; TENTANG
PAJAK PENGAMB]LAN DAN PENOOLAHAN BAHAN GAIJAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH T]NGKAT 11 PACITAN

. : Memmbang 2 bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) buruf C Undmg-uodang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan
da::gi'engolahm Bahan Gahan Qolongan C mentpakan jems Pajak Daerah
Tingkat II.

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas pemungutan pajak
sebagaimana dimaksud pada buruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan

Daerab.
Mengingal : 1. Und ang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembenmkan Daerah-daerah
' : Kabupaten dalam nglumgan Propinsi Jawa Timur ; }

2. Undang- md%Nomor b Tabun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaban di
Daerah {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambaban Lembaran
- Negara 3037) ; _ : __

3. Uudmg-lmdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taumahan Lembaran Negara

. _ , Nomor3209), :

' _ 4. Undang-undang Nomor 17 Tabun 1997 tenlang Badan Peayelesaian
. A eta Pmﬁ( (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambaban
, - aranNegara Nomor 3684); = ;
l
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Relnbual
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 3685), .

- 6. Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaglhan Pajak d
- . Surat Paksa (Lembaran Negera Tahun 1997 Nomor 42, Tamba
Lembaran Negara Nomor 3686

7. Peraturan Pemeriotah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 3691); :

8. Kepuh.lsan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Beotuk
Peraluran Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; :
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: 9 Keputusan MenIerl Dalam - Negeri - Nomor 85 Tahun 1993 tenIang

- Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daernh Lewat
Tenggang Wal-:tu Pengesshan; -

;

10 Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman

Tata Cara Pemungutan Pajak Daersh; . . = . ,

'_ 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata - -

- Cara Pemeriksaan di Bldang Pa_;ak Daerah. -

: Dengan Persetujuan Dewan Perwahlan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah ngkat I

: Pac1tan.

"' Menetapkan

',-‘..,}., = R .

e = Rege

4 . -  MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN" DAERAH TINGKAT I ,
PACITAN TENTANG PAJAK PENOAMBILAN DAN PENGOLA}LAN :

-  BAHAN GALIAN GOLONGANC. |

. BAB1 - j

i 7 KEIENTUANUMUM -.

_;- : Pasal 1 . : .
Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan L

. a. Daersah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Pacitan ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daersh ngkat I
- Pacitan; _
. Kepala Daera.h. adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamtan

c
"d. DPRD, adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daersh

: ngkaIIIPamtan .
e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daersh Kabupaten

¢ Daerah Tingkat IT Pacitan ;
f Pajak Peogambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang .

selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan Daerah ataa pengambilan
"dan pengolahan bahan galian golongan C '

Subyek Pajak, adalah orang pribadi atan badan yang mengekplmtam

atan mengambil bahan galian golongan C;

Wajib Pajak, adalah orang pnbadi atau badan yang menyelenggarakao' ‘

eksploitasi bahan galian golplr-l‘gan C; -

Bahan Galian Gcﬁongan C,  adaiah bahan galian golongan C

:;eb1 1mana dimaksud dalam peraturan Permdang-mdan,gan yang
ber. '
Ecsplmtasl bahan galian golongan C, adalah pen,gambilan bahan
galian go dg ?tlk C dmrt sumber alam didalam dan atau pemmkaan bumi

aatkan; - -

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selany;tnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak  untuk melaporkan _
penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan
+ ~ Perundang-undangan yang berlaku ;

R T

1 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjuh;nia disingkat SSPD,

adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan

s Eembayaran atau petyetoran pnjak yang terutang ke Kas Daerah atan o

etenipat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- m Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjunya disingkat SKPD .
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang .
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Sural KetetapanPajakDaerahKnrm% ayar, yang setanjuinya disingkat SKPDKB, adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jimlah pau;:z yang terutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
Jjumlah yang masih harns dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaban, yang selanjutnya dlsmgkat
gKPDleEBT adalah Surat Keputusan yang menentukan atag jumlah pajak yang telah

jtetapkan ;
Surat Ketetapan Pa_;ak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDI B, adalah

" Sural Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajnk karena: _;umlah kredlt

)

)
€)

(1)

)

pajak tebih besar dari pajak yang terutang atan tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
Keputusan yang menentukan _;umlah pajak yang terutang sama besarnya dengan Jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagiban Pajak Daerah yang selanjutuya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; o
Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacltan
Pejabat yang dltun_]uk adalah Pejabat yang dltun_;uk oleh Kepala Daerah.

*

_ - BABII
NAMA DAN OBYEK PAJAK
Pasal 2

Delﬁ(an nama Pa_]ak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Qalian Golongan C dlpungut
atas kegiatan eksploitasi bahan gahan golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat 1
Pacltan y : _

Obyek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c :
Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini metiputi :
a. Asbes; r. Mika;
b. Batutulis; - 8. Manner;
¢. Batusetengah permata; t Nitrat; ,
d Batu kapur; - o OE:idien; :
e. Batuapung; } v. Oker; : ,;
f Batupermata; w. Pasir dan Kerikil; :
ﬁ Bentonit; X Pasir Kuarsa :

Dolomit ; y. Perlit; . ?
i. Feldspar S 2z Phospat; : - :
_L.‘ Garam Batu (Hahte) aa Talk; " - .

Grafit ; : ab. Tanah Serap ; - ;
L Gramt ! ac. Tanah diaome ; :
m. Gips; g ad. Tanah liat ; :
a Kalsit, ! ae. Tawas (alum) ;
0. Kaolin; i - af Tras;
p- Leuwsit; - *+ ag. Yarosif - -
q Magnesit; - Zeolit

_ . ai. Andesit

 BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C;

Nilai Jual sebagalmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung detigan mengahkan
volume/tonase basil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing
Jenis bahan gahan golonganC; _

£
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(3) Nilai Pasar sebagalmana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada masing-masing \jenis
‘bahan galian golongan C dltetail;an secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan
harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat ; ;

(4) Harga Standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh mstanm
yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C. !

: Pasal 4
Besamya Tariﬁ Pajak d:itetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

' BABIV

: WILAYAII PEMUNGUTAN DAN CARA

i PENGHITUNGAN PAJAK :
Pasal %

(1) Pa;ak yang terutang dnpmgut di Wilayah Daerah

(2) Besamya pajak yang terutang dihitung dengan ¢ara mengal:kan Tarif Pajak sebaganmana
dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daersh ini dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

+

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
_. Pasal 6

Masa pajak adalah _gangka waldu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagal
dasar untuk menghmmg besarnya pajak Iemtang

)

Pasal 7

Tahun pajak, adalah angka wakiu yang lamanya 1 tahun takwim kecuall bila wajib pa_|ak
menggunakan tahun b yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 8

4

aiak terutan% dalam masa pajak terjadi pada saat Kegiatan ‘eksploitasi bshan  galian
golongan C di _ ;

: : Pasal 9
(1) Setiap Wajib Pajﬁk wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) aﬂ asal ini barus dnm dengan | elas benar dan
lengkap serta dltanda tangani oleh Wajlb Pajak atau Kuasanya ; .

(3) Bentuk, Isi dantata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

' BAB VI !

TATA CARA PERIHTUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK = :
Pasal 10 = - 5

(1) Berdasarkan SP’I‘PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutaog dengan Menerbitkan SKPD ;

;
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(3)

@
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©6)

(1)

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 pasal ini tidak atau kurang dibayar .
getelah waktu paling lama 30 (tiga pulun) han sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbidcan STPD. : '

o " Pasal 11

Wajib pajak yané membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang ; 1

Dalam ;jangka waktu § (lima) tahun sesudah saat terutahgnya pajak, Kepala Dae
dapat menerbitkan : ;

 a SKPDKB; |
b. SKPDKBT; |

c¢. SKPDN. :
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini huruf'a diterbitkan :

a Apabila berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain Eaj ak yang terutang tidak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berura unga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka
waktu paling lama 24 (dva puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak. '- | |

b. Apabila STPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi.adminnistrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama zT%dna puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya

pajak. :

c. Apabila keu;ajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yan%‘ terutang dihitung

- secarajabatan, dan dikenakan sanksi administrasi betupa kenatkan sebesar 25 %
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
gebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari paljak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak. _. .

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat f) huruf b Pasal ini diterbidcan apabila
ditemukan data baru atau data yang semmla belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlsh pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut. *~

SKPDN sebagaiﬁlana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan apabila junilah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang

* dan tidak ada kredit pajak. .

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepemuhnya dibayar
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan. :

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
; Pasal 12 _
Pembayaran paj ak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

STPD. .

L}
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)

(3)
1

)

pembayaran.

ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. '

i

Apablla pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasnl peneriinaan pajak
haraa disetor ke Kag Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atan dalam waktu yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dllakukan

-dengan menggunakan SSPD

i

; | Pasal 13
Pembayaran pajak barus dilakukan sekaligus dan lunas.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk. mengangsur
pajak terutang dalam kurum waktu tertentu, setelsh memenuhi persyaratan yang ditentukan. -

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harua
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua
persen) sebulan dan jjumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pemb dyaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan sete{ah memenuhi persyaratan

entukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari ;jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran gerta tata cara embayaran
angsuran dan ﬁeoun aan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (4? pasal ini,

dntentukan ole Kepala Daerah.

Pasal 14 °

Setiap pemb arim pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daeral ini
diberikan tanda b_uldi pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, :jenis, 1'-51 ukuran tanda bulti pembayaran dan buku penerimaan pajak
gebagaimana dlmaksud pada ayat (l) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ,

BAB VIII
TATA CARA PENAGDIAN PAJAK
Pasal 15

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tmdakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
Dalam ;jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Permgatan :
atau surat 1ain yang gejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang,

Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

1
M

Pasgal 16

Apabila jumlah pa_}ak yang masih harugs dibayar tidak dllunam dalam jangka wa]du
sebagaimana ditentukan dalam Sural Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
gejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat yang dlll.lnjl.lk menerbitkan Surat Paksa segem. setelah lewat 21 (dua puluh satu)
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Permgatan atau sural lain yang sejenis. ;



Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakm 2 x 24 jam sesudzh
tanggal pemberitahuan surat Paksa, Pej abat yang ditunjuk segera menerbltkan Surat Perlotah
Melaksanakan Penyitaan.
. _
: Pasal 18

4

Setelah ditakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah

- lewat 10 (sepuluh) bari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan,

Pajabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Leiang Negara.

Pasal 19

N ]

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tang%al ,jam dan tempat pelaksanaan leihng,
Jura Sita memb erltahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

’ : Pasal 20

Bentuk, Jenis dan isi formullr yang dlpergunakan untuk pelaksanaan penaglhan pajak daerah
dntetapkan oleh Kepala Daerah.

l'

T - BAB IX
- PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
: PEMBEBASAN PAJAK
E Pasal 21

(1) Xepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberlan pengurangan, kermganan dan pembebasan pajak sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

: - BABX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
_ KETETAPAN DAN PENGIIAPUSAN ATAU PENGURANGAN
: SANKSI ADMINISTRASI :
Pasal 22

(f) Kepala Daerah kij!rehajabatan atau atas perinohonan Wajib Pajék dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD lyang dalam
- penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan pespajakan Daerah. 3

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhxlafan
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pen,zhapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh

~ wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberlkan
alasan yang _|elas .
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Kepala Daersh atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan segak surat
pennohomu: sebagaimana dimaksud padn ayat (2) Pasal im diterima, harus
memberikan keputusan. : : : "
Apabila getelsh lewat waktu 3 (figa) bulan sebagaimana dinuksud pada ayat (3) Pasal
im, Kepala Daerah atnu pejahat yang difunjuk tidak memberikan keputusan,
pennchonan pembetulan, pembatalan, pengm’m:gn ketetapan dan penghapusan atau .
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkaa : ' ;

. i : ’

i BAB XI -
S KEBERATAN DAN BANDING
.. ' Pasa] 23 _ |
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dilmzjul: atag suatu : | :
a SKPD; )
b. SKPDKB; -
¢. SKPDKBT: :
d SKPDLB; | |
e. SKPDN. 'I ' . '
f Pemotongaa atan pengutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan penmdang-
undangan perpaj yang berlaku, :
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hams disampaikan

aecara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKlPl?Ln?xaEAN SKPI%N diterimadoleh ngibdl;ajak, (ats)m 1
pemotongan/pemungutan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paaal mi
dengan alasan ym?ali(elas, kecuali apabila wajib pajak dapal memmjuldmn babwa
Janlgm wakhu itu tidak dapat dipenuhi knrena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atan Pejabat yang ditunjuk dalam wekta paling lama 12 (dua belas) btillan

sejek tanggal surat permohonan keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

diterima, sudah memberikan alagan

Apabila setelah l;wat waktu 12 (dua belag) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat: 3)
pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

- permohonan keberatan dianggap dikab

Pengajuan Keberatan sebagaimana dinuksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda
kewajiban membayar pajak. | i
o Pasal 24 ;
Wajib pajak at mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalamaiangkagﬁ‘_ctﬂ (tiga) bulan actelah diterimaiya kepum;ym kebemla;nSk B']

Pengajuan bandihg seb_aximana. dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak meminda

kewajiban membayar paj |
: Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini atan
banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini ﬁlmbulkan sebagian atan

seluruhtiya, kelebihan Pemb a1an pajak dikembalikan dengan ditand>

imbalan bunga sebesar

2 % (dua persen) sebman mzkjangkn waktu paling 1ama 24 (dua puluh enipat) bulan.
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o4 .- BABXN
PENGMAmN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK |
g ‘ : "Pasal 26 !

(1) Wa;nb pajak dapat mengajnkan permohnnan pengembahan keleblhan pembayaran -
* pajak kepada Kepaln Daerah atau Pejabat yang ditugjuk. - :

{2) ala Daersh atau Pejabat yang ditmjuk dalam j ;al wakm palmg lama 12 (dua '
T an) bulan sejak ditenmanya pennohonan pengembatian kelebihan pembayaran pa_;ak
s nebagmmann dunaknud pada ayat (l) pasal im barua membenkan kepulugan,

{3) Apabila ;angka walclu nebaganmana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilanpaui, Kepaln
Daerak atan pejabat % ditunjuk ndaE memberikan keputugan, pennnhonan
pengembalian kelebnhan ran pajak dianggap dnkabulkan dan harua d:terbllkan
dalam jangka waldu pahng lama 1 (iatu) bulm. :

_ (4). blln wajib pajak mempunyai utang pajak lai keleblhan pe
o %a imana dlmaf:nud pada ay#t (2) pasal '!m langanny.mé dlpethm.lngknn m
terlebnh dabulu 1gang pa_;ak dinakaud.

s) pP emballmkeleblhan pembny aran ;I))a_;ak dilalodmn dalam Jangka waktu paling lamn 2
' (dua bulan n:Jl:k dnterbldcannya LB dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan paj (SPMKP)

- (6) Apabila engembahan kelebihan pembayaran pa_lak dxlalcuknn setelah lewal wuktu 2
(mma) bulan sejak diterbitkamnyya SKPDLS, Kepala Daerah atau pejabat zang ditunjuk

- memberikan imbalan bunga nebenar 2 % {dva pemen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran keleblhan Pajak.

} Panal 27

Apablla keleblhan pembayaran ajak dlpethllungkan dengan ulang pa_;ak laimrya nebagmmann ‘
dunakaud dalam pasal 26 ay F4; Peraturan Daerah ini, pembayaran dllalnmdgan dengan cara
pemindah bukuan dan bulm pemmdah bukuan juga berlalm aebagm bukti pembayaraa :

‘f BAB Xm | R
KEDALUWARSA :
Pasal 28 - :

(1) Hak untuk melakukan penaglhan pajak, kedaluwma netelah melampam jangka waldu b

- (lima) tabun teriitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pa_;ak -

melakukan tindak pidma dibidang perpajelmn Daerah.
{2) Kedatuwaraa pemgnhan pajak lebagalmann dumlmud pada ayat (l) tertangguh apabnla

" a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau; . o
- b. Ada pengalman utang pq;ak dan Wl_]lb Pajak baik langsmg maupun ndak langaung, _

; . BAB X1V

+ -+ KETENTUAN PIDANA

: i ' Pasal 29 .

1) Wajlb pajak yang karena kealpa stan sengaja tidek menyampaikan SPIPD atay
mengial dengan tidak benar atay tidak lengkap atmn melampitkan keterangan yang tidek
benar sehingga memgikan keuangan Daerah dnpat dlpndann acauai dengan keteﬁuan

peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

(2) ' Tindek Pidana nebagmmana dimaksud padn ayat (1) paial im adalah berilfst :'
= pelanssaran. | . |
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3)

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala D_éerah. _

ewe e

BAB XV
: PENYIDIKAN
s Pasal 30
Pejabat Pegawai Negerl sipil tertentu dilinglongan Pemerintah Daerah diberi Wewenang
slmgi sebagai penyldlk untuk melakukan penyxdxkan tindak pidana dibidang perpajakan
ae

Wewenang penyxd;k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a Menenma, mencar:, mengmlpulkan dan meneliti keterangan atau laporan betkeoaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjs jadi lengkap dan:jelas ;

h. Meneliti, mencai dan menglmlpulkan keterangan meogenai orang pribadi atau
badan ten!ang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pxdana perptyakan daerah tersebut ;

¢. Meminta keterangan ‘dan bahan bukti dari orang prxbadl atau badan sehubungan
dengan tmdak pldana dxbldang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dolmmen-dolmmen lain berkenaan
dengan tindak pxdana dxb:dang perpajakan daerah; -

-e. Melakukan peoggeledahan untuk mendapadkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

dokmnen-dolmmen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan butds tersebut ;

£ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tmdak
pidana dlbldang perpajakan daerah ;

g Menyurnh berhentl melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat phda
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagmmana dimaksud pada huruf'e ; E

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pldana perpajakan daerah ;

i. Memanggil orang untuk dxdengar keterangannya dan dnperxksa sebagai tersangka atau |
saksx : -.

J Menghennkan penyidikan ;

k. Melakukan tmdakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pxdana
~ dibidang perpa.;akan daerah mennrut hukum yang dapat dxpenangglmgawabkan

Penyldxk sebagmmana dimaksud pada ayat (1) pasal mi memberitabukan dimulainya
penyidikan dan. metgampmkan hasil penyldxlzanuya kepada Pemuntut Umum sesuai

dengan ketentuan yang ffialur dalam Undang-undang Nomor 8 'l‘ahun 1981 tentang Hulmm
Acara Pidana . | _ :
: BAB XVI _
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

B

10
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i Pasal 32

Perﬁhmm Daerah ini ullulai berlaku pada tanggal diundanghan

Agar 'snpaya setiap c;rang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

" Daerah ini dengan penenpatan dalam Lenibaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

i : Ditetapkan di Pacitan
f pada tanggal 21 Januari 1998

DEWAN.PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BAERAH TINGKAT I PACTTAN
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-y . PENJELASAN

| ; " ATAS
PERA'I'URAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 'I'INGKA'I‘HPACI‘I‘AN, |
i - NOMOR 1 TAHUN 1998
P 'I'ENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

. L BENJELASANUMUM o '

3 - Berdasarican Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentamg Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 tabun 1997 tentang Pajak Daerah,

" Pajak Pengmnbilan dan Pengolahan Bahan Galian Golimgan C oleh Pemerintah digerahkan

kepada Pemennlah Daerah Tingimt I dan menjadi Sumber Peudmpataa Asli Daerah. Cuna

melandasi  pemungut gq;ak tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

. Pacitan, maka perlu diteibidcan Pershran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacnlan
' ten:ang Pajak Pengambllan dan Pengolahan Bahan Oalian OOlongan C.

S Disamping bal tersebut dlatas dengan adanya Peraturan Daersh dlmaksud,

- d:harapkan dapat mendukung npaya pemaofaatan potensi pertambangan di Kabupaten

 Pacitm serta mampu menekao dmnpak negatif pengambilan @m pengniahan bahan gslian

-E:longan c, pada aldinya akan mempengaruhi kelaogmmgan dan peningkatan

alitas hnchp mamlsla Oleh karma ihh  unhi menunjang  terciptanya kelestarian

" linglmngan serta menmntilfkan pembinaan ussha pertambangan perlu adZnya landasan
'hulmmlmmkpengendalnan egjatmtersebut o :

o BENJELASAE gASALDEMI PASAL.

i
i

" Pasall - . P s yang dlmalcsud bshan galian golougan ¢ adalah bahan galian
Co S yang bukan strategia dan bukan vital dengan jenis-jenis bahan
o : oo galian sebaganmana dwebudmn padapa 2 ayat (3) Peratmol
, ' _: © -7 'Daershtpi. =
Pasal : cukup jelas.
: Pasal 3 ayat (1) -1 dasar - pengenaan pa_|ak adalah nilai jual  bahan. gallan
: _ L olonganc dalam bentuk bahan baku. _

ayat (2) s/d (4) 13 jelas ;.

: Pasal 4 itongan besarnya pajak yang ditetapkan adalsh 16 %
o d l epuluh persen) d:kahkgﬂl mla:.;ﬁal h:tsaﬁ eksplonlasn bahan
L - Lo galangoonganc - ;
" Pasal 5s/d 28 - 1 culowp gelas. ' _

Pasal 29ayat(1) - = : peraturan penmdangqmdmgm yang dnmaksud dalam pasal ini
o - s+ - adalshperaturan permdng-mdangan tentang perpajakaa
" ~ ayat (2) . cukup jelas. R
Panal 30 5/d 32 . ¢ culmp jelas.
' 'ol_!c;'
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